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Abstrak—Keseimbangan antara pekerjaan dan hunian (Jobs-

housing balance) merupakan konsep yang merujuk pada 

seimbangnya jumlah hunian dan kesempatan kerja dalam suatu 

wilayah geografis. Perumahan bersubsidi yang cenderung 

dibangun di wilayah pinggiran kota agar memiliki harga jual 

yang lebih terjangkau berpotensi mengalami 

ketidakseimbangan pekerjaan dan hunian. Penduduk 

perumahan bersubsidi harus mengalami perjalanan yang jauh 

dan waktu yang lebih lama menuju tempat kerjanya karena 

lokasi perumahan yang jauh dari pusat kegiatan dan 

perekonomian. Hal itu dapat berdampak pada penurunan 

kualitas hidup, kesehatan, maupun lingkungan. Penelitian ini 

berupaya mengukur dan mengidentifikasi keseimbangan 

pekerjaan dan hunian di perumahan bersubsidi yang ada di 

metropolitan Gerbangkertasusila. Pengukuran dilakukan 

melalui analisis buffer menggunakan Arcmap dan menentukan 

rasionya berdasarkan Jobs-housing ratio. Hasilnya, di antara 

tiga perumahan yang termasuk dalam wilayah studi, hanya 

Perumahan Cerme Indah di Kabupaten Gresik yang mengalami 

ketidakseimbangan. Sedangkan, Perumahan Grand Kencana 

Bangil dan Grand Kencana Mojokerto diidentifikasi masih 

seimbang karena kedekatannya dengan lapangan kerja 

maupun pusat perekonomian regional di masing-masing 

wilayah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi 

dalam penyusunan kebijakan perumahan dan transportasi 

yang terintegrasi dan berkelanjutan. 

 

Kata Kunci—Keseimbangan pekerjaan dan hunian, Perumahan 

bersubsidi, Kenyamanan perjalanan 

I. PENDAHULUAN 

erumahan bersubsidi umumnya dibangun di wilayah 

pinggiran yang jauh dari pusat kota atau pusat 

perekonomian. Kondisi ini terjadi karena pengembang 

perumahan bersubsidi cenderung mencari lahan yang 

terjangkau agar dapat menjual rumah dengan harga yang 

sesuai dengan batas ambang maksimum program Fasilitas 

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) [1]. Hal ini 

berpotensi menyebabkan jauhnya lokasi perumahan dengan 

tempat kerja sehingga berdampak pada bertambahnya waktu 

dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan 

menuju tempat kerja [2], [3]. Kondisi ini menjadi indikasi 

tidak seimbangnya antara pekerjaan dan hunian yang dialami 

oleh penghuni perumahan bersubsidi.  

Keseimbangan antara pekerjaan dan hunian (Jobs-Housing 

Balance) merupakan konsep yang merujuk pada proporsi 

yang seimbang antara jumlah hunian dan kesempatan kerja 

dalam suatu wilayah geografis [4]. Konsep ini berasal dari 

perlunya suatu kota memiliki perumahan yang memadai bagi 

pekerja di sekitar lokasi konsentrasi lapangan kerja sehingga 

dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pekerjaan [5], [6]. 

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dari terwujudnya 

keseimbangan antara pekerjaan dan hunian adalah kesulitan 

dalam merelokasi atau membuat lapangan kerja baru, adanya 

lapangan kerja baru di pinggiran kota yang tidak dekat 

dengan pusat permukiman, pekerja berpenghasilan rendah 

yang memiliki opsi terbatas untuk menentukan rumah yang 

dekat tempat kerja, serta keluarga yang sama-sama bekerja 

sehingga sering kesulitan dalam menyeimbangkan antara 

pekerjaan dan perumahan [5], [7], [8]. 

Tidak seimbangnya antara perumahan dan pekerjaan akan 

menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan hidup, 

mengurangi waktu bersama keluarga, serta semakin 

mengurangi energi dalam peningkatan pelayanan publik 

maupun kehidupan bersosial [9], [10]. Hal itu berhubungan 

erat dengan lamanya durasi perjalanan menuju tempat kerja 

sehingga mengurangi waktu yang dapat dialokasikan untuk 

rekreasi maupun istirahat [11], [12].  

Kota Surabaya sebagai pusat perekonomian di wilayah 

Gerbangkertasusila menarik para pencari kerja dari berbagai 

daerah di sekitarnya seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan 

kota lainnya [13], [14]. Hal itu menyebabkan ada sekitar 

53.583 pendatang ke Surabaya pada tahun 2022, meningkat 

sebanyak 53% dibandingkan tahun sebelumnya [15]. 

Semakin bertumbuhnya jumlah penduduk dan keterbatasan 

lahan di kota menyebabkan pembangunan permukiman 

terjadi di pinggiran kota sehingga terjadi fenomena urban 

sprawl. Hal ini berdampak juga meningkatkan pergerakan 

menuju pusat Kota Surabaya untuk bekerja [16], [17]. 

Pengukuran keseimbangan pekerjaan dan hunian di 

perumahan bersubsidi perlu dilakukan untuk memahami 

sejauh mana lokasi perumahan tersebut mempengaruhi 

aksesibilitas pekerjaan bagi penghuninya.  

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perumahan Bersubsidi 

Program perumahan bersubsidi mulai ada sejak tahun 1937 

di Amerika Serikat yang bertujuan untuk membantu rumah 

tangga miskin mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. 

Program ini didasarkan pada keyakinan bahwa perbaikan 

kondisi perumahan bagi masyarakat miskin akan bermanfaat 

bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi 

penghuninya [18], [19]. Harga perumahan bersubsidi yang 

dapat dijangkau oleh keluarga miskin dapat turut 
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berkontribusi dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga 

sehingga dapat lebih dimanfaatkan untuk keperluan lainnya 

[20].  

Namun di balik itu, untuk mencapai harga subsidi 

menyebabkan lokasi permukiman menjadi kurang optimal 

seperti jauh dari sekolah dan tempat kerja hingga tingkat 

keamanan yang rendah [21]. Di Indonesia, rumah bersubsidi 

banyak dibangun di pinggiran kota karena harga tanah yang 

relatif lebih murah sehingga menghasilkan harga jual rumah 

yang terjangkau [22]. Padahal, kondisi fisik dan lingkungan 

perumahan juga menjadi pertimbangan penting dalam 

memilih dan membeli rumah di samping pertimbangan harga 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Seringnya hal itu 

akan berdampak negatif pada perekonomian penduduknya 

[23], [24], [25], [26]. Lokasi rumah bersubsidi yang jauh dari 

tempat kerja menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam menentukan pembelian rumah 

[22]. Hal ini termasuk dalam pemenuhan prinsip 

keterjangkauan yang salah satunya dipengaruhi oleh pilihan 

moda transportasi. Biaya yang dikeluarkan untuk perumahan 

dan transportasi berpengaruh signifikan pada pengeluaran 

tumah tangga sehingga juga mempengaruhi permintaan 

perumahan [27].  

B. Keseimbangan Pekerjaan dan Hunian 

Konsep keseimbangan pekerjaan dan hunian berawal dari 

Howard’s Garden City of Tomorrow yang mengedepankan 

komunitas yang seimbang dengan didukung berbagai fasilitas 

agar dapat beraktivitas di lingkungan sekitar [28]. Teori ini 

juga sejalan dengan fenomena semakin meningkatnya harga 

perumahan di perkotaan sehingga tidak dapat dijangkau oleh 

rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah [29]. Hal 

ini bisa disinyalir akibat dari kebijakan penggunaan lahan dan 

proses perizinan yang rumit semakin membatasi 

pertumbuhan pasokan perumahan sehingga memperburuk 

pasar perumahan bagi kelas berpendapatan rendah dan 

menengah [30], [31], [32]. Fenomena gentrifikasi di 

perkotaan yang meningkatkan biaya perumahan sehingga 

semakin tidak dapat dijangkau oleh penduduk berpenghasilan 

rendah mengakibatkan semakin dibatasinya pilihan hunian di 

lingkungan dengan akses pekerjaan tinggi [33]. Selain itu, 

semakin terbatasnya lahan untuk dibangun perumahan baru 

di kota juga semakin membatasi di tengah kebutuhan pasokan 

rumah yang semakin meningkat. Hal ini juga menyebabkan 

kenaikan harga perumahan di kota sehingga mendorong 

pekerja untuk mencari lokasi yang lebih jauh untuk mencari 

perumahan yang lebih murah [34]. 

Tujuan utama dari keseimbangan pekerjaan dan hunian 

adalah untuk mengurangi durasi perjalanan, kemacetan, jarak 

tempuh kendaraan hingga emisi gas rumah kaca [35], [36], 

[37], [38]. Hal ini berkaitan dengan fenomena kenaikan harga 

rumah yang mendorong penduduk meninggalkan pusat kota 

dengan banyaknya lapangan kerja ke pinggiran kota. 

Kebanyakan penduduk rela mendapatkan rumah yang lebih 

terjangkau dengan menerima konsekuensi mengalami 

perjalanan bekerja yang lebih lama [34]. Padahal efisiensi 

dalam perjalanan terutama untuk bekerja akan dapat 

mengoptimalkan kualitas yang dimiliki pekerja, 

meningkatkan daya saing serta mencapai kualitas hidup lebih 

berkelanjutan [39].  

Area peri-urban saat ini menjadi salah satu pilihan untuk 

bertempat tinggal karena munculnya fenomena transformasi 

pinggiran kota menjadi ruang hunian modern di beberapa 

kota-kota modern sehingga menjadi faktor dalam 

pengambilan keputusan berhuni [40]. Keterjangkauan 

perumahan menjadi faktor kunci banyaknya penduduk yang 

mengincar kawasan peri-urban untuk menjadi tempat 

berhuni, terutama bagi penduduk muda yang mencoba untuk 

memiliki rumah terjangkau [41]. Hal ini diperkuat dengan 

adanya penelitian mengenai tingginya biaya perumahan di 

pusat kota dan kekurangan tempat tinggal menjadi faktor 

mendorong pertumbuhan tempat tinggal di pinggiran kota 

dan mendorong perjalanan yang lebih lama [42]. Pekerja 

berpendapatan rendah yang cenderung memiliki stabilitas 

kerja yang buruk sehingga sering berganti pekerjaa 

mengakibatkan mereka cenderung tidak mempertimbangkan 

kedekatan dengan tempat kerja sebagai parameter memilih 

lingkungan rumah [43], [44]. Meskipun ada juga yang 

menyebutkan bahwa pekerja berpendapatan rendah lebih 

cenderung memilih pekerjaan yang dekat dengan tempat 

tinggal karena akses transportasi dan kepemilikan kendaraan 

pribadi yang terbatas [45]. Fenomena urbanisasi 

menyebabkan jumlah pekerjaan yang dekat dengan 

permukiman penduduk semakin menurun di wilayah 

metropolitan sehingga berdampak pada meningkatnya jarak 

perjalanan untuk bekerja [46], [47], [48].  

Waktu perjalanan yang lebih lama dikaitkan dengan 

ketidakseimbangan yang lebih besar [49], [50]. Rata-rata 

waktu perjalanan satu arah para pekerja di 50 kota di China 

dengan populasi melebihi 1 juta adalah 39 menit per hari. Di 

Beijing bahkan mencapai 52 menit [51]. Permasalahan 

tersebut diidentifikasi akibat kenaikan harga rumah yang 

cukup besar sehingga meningkatkan migrasi dan perjalanan 

dari daerah pedesaan ke perkotaan [52]. Korelasi antara 

ketidakseimbangan pekerjaan dan hunian dengan waktu 

perjalanan yang lebih lama juga terjadi di wilayah 

metropolitan Atlanta [37]. 

Lama perjalanan pekerja yang ideal akan berhubungan 

dengan kepuasan perjalanan (commuting satisfaction). 

Kepuasan perjalanan berperan penting untuk meningkatkan 

kesehatan, mengefisiensikan perekonomian, serta 

mempromosikan keberlanjutan sosial [53]. Sehingga, 

kepuasan perjalanan dapat menjadi indikator kunci dalam 

mengukur kesejahteraan masyarakat, mengevaluasi tingkat 

pelayanan transportasi publik dan pengembangan sosial 

berkelanjutan [54], [55], [56], [57], [58]. Lama atau waktu 

perjalanan berpengaruh penting terhadap kepuasan 

perjalanan [59], [60], [61]. Melalui penelitian, waktu ideal 

(Ideal commuting time) dalam melakukan perjalanan bekerja 

adalah 10-20 menit [62], [63]. Sedangkan waktu perjalanan 

yang dapat diterima atau ditoleransi (Tolerance threshold for 

commuting times) adalah 30-40 menit [64], [65], [66]. Orang-

orang akan memiliki pengalaman perjalanan terbaik dan 

emosi yang lebih stabil pada waktu perjalanan ideal [67]. 

Sebaliknya, ketika mengalami waktu perjalanan melebihi 

ambang batas yang dapat diterima atau ditoleransi, orang-

orang akan menunjukkan emosi negatif [68]. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Wilayah Studi 

Penelitian ini dilakukan di tiga perumahan bersubsidi yang 

berada di wilayah metropolitan Gerbangkertasusila yaitu 

Perumahan Cerme Indah di Kabupaten Gresik, Perumahan 

Grand Kencana Bangil di Kabupaten Pasuruan, dan 

Perumahan Grand Kencana Mojokerto di Kabupaten 

Mojokerto. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki rumah 

bersubsidi pemerintah yang terdaftar di laman 

sikumbang.tapera.go.id serta kedekatannya dengan Kota 

Surabaya sebagai pusat perekonomian. Persebaran lokasi 

perumahan bersubsidi sebagai wilayah studi dapat dilihat 

pada Gambar 1.   

Lokasi perumahan tersebut berdekatan dengan berbagai 

infrastruktur pendukung dan potensi lapangan kerja. Seperti 

di Perumahan Cerme Indah yang berdekatan dengan Pasar 

Cerme, Stasiun Cerme dan pintu tol Cerme dalam radius 5 

km dari lokasi perumahan. Perumahan Grand Kencana 

Mojokerto berdekatan dengan RS Dian Husada Mojokerto, 

SMA Negeri 1 Sooko, dan Terminal Bis Mojokerto. 

Sedangkan, Perumahan Grand Kencana Bangil berdekatan 

dengan Alun-alun Kota Bangil, RSUD Kabupaten Pasuruan, 

dan Stasiun Bangil.  

 
Gambar 1.  Peta titik lokasi perumahan bersubsidi di metropolitan 

Gerbangkertasusila 

Potensi lapangan kerja yang ada di sekitar wilayah 

perumahan bersubsidi ini memiliki dominasi di sektor 

perindustrian dan perdagangan. Seperti Perumahan Cerme 

Indah yang berada dekat dengan PT Aneka Jasa Teknik 

Gresik, PT Putro Lingkungan Indonesia, dan PT Putra 

Tunggal Rejeki. Perumahan Grand Kencana Bangil 

berdekatan dengan beberapa pusat industri seperti PT. 

Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Yamaha Musical 

Products Indonesia, dan PT Panasonic Gobel Life Solutions 

Manufacturing Indonesia. Hanya Perumahan Grand Kencana 

Mojokerto yang cenderung berdekatan dengan potensi 

lapangan kerja berupa perkantoran pemerintah Kota dan 

Kabupaten Mojokerto, serta berbagai sektor perdagangan dan 

jasa yang ada di Kota Mojokerto.  

B. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini merupakan semua penduduk 

yang tinggal di Perumahan Cerme Indah, Perumahan Grand 

Kencana Bangil, dan Perumahan Grand Kencana Mojokerto. 

Sesuai dengan data yang tertera di laman 

sikumbang.tapera.go.id, jumlah rumah bersubsidi di tiga 

perumahan tersebut sebanyak 712 unit. Berdasarkan hasil 

perhitungan penentuan banyak sampel yang dibutuhkan 

menggunakan rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%, didapatkan kebutuhan sampel sebanyak 256 unit 

rumah bersubsidi. Jumlah tersebut kemudian dibagi sesuai 

dengan proporsi banyak unit rumah bersubsidi pada masing-

masing perumahan untuk kemudian dilakukan proses 

pengumpulan data.  

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan pada penelitian ini 

melalui pengisian kuisioner kepada penduduk rumah 

bersubsidi yang menjadi sampel penelitian. Pengisi kuisioner 

harus memiliki kriteria seperti menghuni rumah bersubsidi 

pemerintah dan memiliki pekerjaan khususnya pekerjaan 

dengan tujuan perjalanan yang tetap (single origin 

destination). Penetapan kriteria pertama dilakukan karena 

masing-masing perumahan memiliki unit yang berstatus 

subsidi pemerintah maupun non-subsidi pemerintah. 

Sedangkan, penetapan kriteria yang kedua dilakukan untuk 

memudahkan perhitungan rasio dan pemetaan karena 

masing-masing responden menghasilkan titik tujuan bekerja 

yang tetap. Hal ini menyebabkan orang yang memiliki 

pekerjaan dengan banyak titik tujuan perjalanan seperti kurir, 

pedagang keliling, maupun sopir tidak masuk dalam sampel. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, didapatkan 

total 257 responden dengan rincian dari Perumahan Cerme 

Indah sebanyak 118 responden, Perumahan Grand Kencana 

Bangil sebanyak 89 responden, dan Perumahan Grand 

Kencana Mojokerto sebanyak 50 responden. 

D. Pengukuran Keseimbangan Pekerjaan dan Hunian 

Titik lokasi kerja tujuan dari penduduk masing-masing 

perumahan yang didapatkan dari kuisioner kemudian diolah 

menggunakan perangkat lunak ArcMap 10.4.1. Metode yang 

digunakan adalah analisis buffer. Analisis buffer digunakan 

untuk mengidentifikasi titik lokasi kerja mana saja yang 

masih termasuk dalam radius keseimbangan dari perumahan 

untuk kemudian diidentifikasi jumlahnya sebagi masukan 

dalam perhitungan Job-Housing Ratio. Proses 

mengidentifikasi titik lokasi kerja mana saja dan jumlahnya 

untuk kemudian diproses dalam perhitungan Job-Housing 

Ratio menggunakan fitur ‘clip’ pada menu ‘geoprocessing’. 
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Gambar 2.  Alur proses analisis 

Dalam menentukan keseimbangan pekerjaan dan hunian, 

metode yang digunakan adalah rasio pekerjaan dan 

perumahan atau Job-Housing Ratio (JHR). Metode ini 

mengacu pada distribusi lapangan kerja relatif terhadap 

distribusi perumahan dalam wilayah geografis tertentu. 

Dalam menentukan kaitan antara nilai rasio dengan predikat 

keseimbangan, penelitian ini mengacu pada pendekatan 

Cervero [69] yang menyatakan bahwa jika rasio suatu 

wilayah berada dalam kisaran 0,75 hingga 1,50, maka 

wilayah tersebut dianggap seimbang. Sedangkan jika nilai 

rasio lebih dari 1,5 menunjukkan bahwa pasokan perumahan 

tidak mencukupi kebutuhan angkatan kerja lokal atau dapat 

berarti tidak seimbang. Sedangkan, nilai rasio kurang dari 

0,75 menunjukkan bahwa wilayah tersebut kekurangan 

lapangan kerja yang mencukupi untuk kebutuhan penduduk 

lokal [37], [69]. 

𝐽𝐻𝑅𝑖 =  
𝐽𝑖

𝐻𝑖
 

Keterangan: 

𝐽𝐻𝑅𝑖 = Rasio Job-Housing pada lokasi i 

𝐽𝑖    = Jumlah pekerja yang bekerja di lokasi i 

𝐻𝑖   = Total pekerja yang tinggal di lokasi i 

Dalam mengukur Jobs-Housing Ratio perlu 

mempertimbangkan radius jarak suatu wilayah. Beberapa 

penelitian terdahulu menggunakan pendekatan jarak 

perjalanan yang wajar dari lokasi perumahan ke tempat kerja 

yaitu 6 hingga 8 mil (9,7-12,9 km) sebagai jarak ideal [70]. 

Rekomendasi lain untuk perjalanan bekerja adalah sejauh 3 

hingga 10 mil (4,8-16,1 km) [71]. Cervero dalam 

penelitiannya menetapkan radius 3 mil (4,8 km) untuk ukuran 

yang sesuai dalam melewati perjalanan ke pusat pekerjaan di 

pinggiran kota yang kemudian dikritisi karena menyiratkan 

jarak yang lebih pendek dibandingkan perkiraan ideal 

perjalanan dari pinggiran kota ke pinggiran kota sejauh 9 mil 

(14,5 km) [42], [72]. Peng [73] dalam penelitiannya 

menggunakan radius 5-7 mil sebagai ukuran yang tepat untuk 

rasio tergantung pada ukuran wilayah. Hal ini juga yang 

mendasari pada penelitian di metropolitan Atlanta 

menetapkan radius 7 mil sebagai jarak untuk mengukur Jobs-

Housing Ratio karena wilayah tersebut menjadi wilayah 

metropolitan dengan pertumbuhan tercepat di Amerika 

Serikat [37], [73].  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data tujuan tempat kerja yang didapatkan dari kuisioner 

menjadi acuan dalam menentukan lokasi tempat kerja yang 

masih termasuk dalam radius keseimbangan pekerjaan dan 

hunian yaitu 7 mil atau 11,27 km. Pemilihan 7 mil sebagai 

radius keseimbangan mempertimbangkan jarak perjalanan 

yang wajar dialami oleh pekerja menuju tempat kerja paling 

jauh berjarak 7 mil [37], [73]. Peta titik lokasi kerja dari 

penduduk masing-masing perumahan bersubsidi dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3.  Peta titik lokasi tujuan kerja dari (a) Perumahan Cerme Indah, (b) Perumahan Grand Kencana Bangil, dan (c) Perumahan Grand Kencana 

Mojokerto 

Perumahan Cerme Indah yang berlokasi di Kelurahan 

Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik berada dekat 

dengan dua pusat kegiatan, yaitu Kecamatan Gresik sebagai 

ibu kota kabupaten dan Kota Surabaya sebagai ibu kota 

Provinsi Jawa Timur. Hal ini menyebabkan lokasi tempat 

kerja dari penduduk Perumahan Cerme Indah menuju ke dua 

pusat kegiatan tersebut. Berdasarkan Gambar 3, sebagian 

besar titik tempat kerja berpusat di Kecamatan Gresik dan 

Kecamatan Kebomas. Posisinya sebagai ibu kota kabupaten 

menjadikannya sebagai pusat kegiatan dan ekonomi yang ada 

di Kabupaten Gresik dan juga Kecamatan Kebomas sebagai 

yang mendapatkan limpahan sifat perkotaan dari Kecamatan 

Gresik. Terdapat 50 responden atau 42,37% responden dari 

Perumahan Cerme Indah memiliki lokasi kerja di dua 

kecamatan tersebut. Sedangkan, terdapat 20 responden atau 

16,95% dari total responden memiliki lokasi kerja di Kota 

Surabaya. Melalui perhitungan rasio keseimbangan pekerjaan 

dan hunian dengan menggunakan radius keseimbangan 

sejauh 7 mil atau 11,27 km dari titik pusat Perumahan Cerme 

Indah, terdapat 51 titik lokasi kerja yang berada di luar radius 

tersebut. Rasio keseimbangan pekerjaan dan hunian di 

perumahan Cerme Indah adalah sebesar 0,57. Nilai tersebut 

mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut terjadi 

ketidakseimbangan antara pekerjaan dan hunian dengan 

kurangnya pasokan pekerjaan yang dekat dengan Perumahan 

Cerme Indah. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya 

pekerja dari Perumahan Cerme Indah yang melakukan 

perjalanan jauh untuk berangkat bekerja.  

Lokasi Perumahan Grand Kencana Bangil yang berada di 

Kecamatan Bangil sebagai ibu kota Kabupaten Pasuruan 

menjadikannya sebagai pusat kegiatan perekonomian, 

sehingga menyebabkan banyak potensi pekerjaan yang ada di 

kecamatan ini. Hal ini berdampak pada sebagian besar 

pekerja sebagai responden penelitian ini juga bekerja di 

Kecamatan Bangil.  

 

 
Gambar 4.  Grafik persentase lama perjalanan yang ditempuh penduduk menuju tempat kerja dari masing-masing lokasi perumahan bersubsidi 

Berdasarkan Gambar 3, sebagian besar titik tempat kerja 

berpusat di Kecamatan Bangil dan sekitarnya. Terdapat 55 

responden atau 61,79% dari total responden bekerja di 

Kecamatan Bangil. Sedangkan sisanya tersebar di Kecamatan 
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Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pandaan, dan Kota 

Pasuruan. Sedangkan responden dengan pekerjaan paling 

jauh berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dan 

Ngoro Industrial Park di Kecamatan Ngoro, Kabupaten 

Mojokerto. Melalui perhitungan rasio keseimbangan 

pekerjaan dan hunian dengan radius keseimbangan sejauh 7 

mil atau 11,27 km dari titik pusat Perumahan Grand Kencana 

Bangil, terdapat 13 titik lokasi kerja yang berada di luar 

radius. Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio 

keseimbangan pekerjaan dan hunian di perumahan Grand 

Kencana Bangil adalah sebesar 0,85. Nilai tersebut 

mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut seimbang antara 

pekerjaan dan hunian.  

Perumahan Grand Kencana Mojokerto berlokasi di 

Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Kedekatannya 

dengan Kota Mojokerto membuat banyaknya potensi 

lapangan kerja yang ada di Kecamatan Sooko. Selain itu, 

penduduk Perumahan Grand Kencana Mojokerto juga 

cenderung melakukan perjalanan hingga ke Kota Mojokerto 

untuk melakukan pekerjaan. Sehingga dominasi tujuan 

pekerjaan dari penduduk Perumahan Grand Kencana 

Mojokerto terpusat di Kecamatan Sooko dan Kota 

Mojokerto. 

Sebagian besar titik tempat kerja penduduk dari 

Perumahan Grand Kencana Mojokerto sesuai Gambar 3 

berpusat di Kecamatan Sooko dan Kota Mojokerto. Terdapat 

17 responden atau 34% dari total responden yang bekerja di 

Kecamatan Sooko. Sedangkan, terdapat 17 responden atau 

34% dari total responden yang bekerja di Kota Mojokerto, 

tersebar di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajurit 

Kulon. Selain itu, terdapat 11 titik lokasi kerja penduduk 

Perumahan Grand Kencana Mojokerto yang berada di luar 

radius keseimbangan pekerjaan dan hunian. Terdapat 3 titik 

di Kecamatan Ngoro yang terkenal dengan Ngoro Industrial 

Park sebagai lapangan kerja yang menarik banyak pekerja. 

Serta terdapat 4 titik lokasi kerja di Kecamatan Jetis yang 

juga terdapat pusat industri berbatasan dengan Kabupaten 

Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Titik terjauh yang 

didapatkan dari responden adalah bekerja di Stasiun Pasar 

Turi, Kota Surabaya, yaitu sebanyak 1 responden. Total 

terdapat 11 titik lokasi kerja yang ada di luar radius 

keseimbangan sejauh 7 mil atau 11,27 km dari titik pusat 

Perumahan Grand Kencana Mojokerto. Berdasarkan 

perhitungan, rasio keseimbangan pekerjaan dan hunian di 

perumahan Grand Kencana Mojokerto adalah sebesar 0,78. 

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut 

seimbang antara pekerjaan dan hunian. 

Jika melihat sebaran lama waktu perjalanan menuju tempat 

kerja sesuai Gambar 4, responden yang berasal dari 

Perumahan Cerme Indah didominasi memiliki lama 

perjalanan menuju tempat kerja pada rentang 20-30 menit dan 

30-60 menit dengan persentase sebesar 33% dari total 

responden. Sementara itu, responden dari Perumahan Grand 

Kencana Bangil cenderung memiliki lama perjalanan 

terbanyak pada rentang 10-20 menit dengan persentase 

sebesar 39%. Angka tersebut diikuti oleh rentang waktu 

kurang dari 10 menit dengan persentase 35%. Sedangkan, 

responden dari Perumahan Grand Kencana Mojokerto 

didominasi memiliki lama perjalanan antara 10-20 menit 

dengan persentase tertinggi, yaitu 46%. Angka tersebut 

diikuti oleh rentang waktu kurang dari 10 menit sebesar 24% 

dari total responden.  

Tabel 1  
Tingkat keseimbangan pekerjaan dan hunian pada masing-masing perumahan bersubsidi 

Perumahan 
Jumlah Pekerja yang 
Bekerja dalam Area 

Keseimbangan 

Jumlah Pekerja yang 
Tinggal di Dalam Area 

Keseimbangan 

Rasio Jobs-

Housing Balance 
Tingkat Keseimbangan 

Perumahan Cerme Indah 67 118 0,57 Tidak Seimbang 

Perumahan Grand Kencana Bangil 76 89 0,85 Seimbang 
Perumahan Grand Kencana Mojokerto 39 50 0,78 Seimbang 
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Lama perjalanan para pekerja dari Perumahan Grand 

Kencana Bangil dan Grand Kencana Mojokerto didominasi 

pada rentang kurang dari 10 menit dan 10-20 menit. Interval 

waktu tersebut masih termasuk dalam Ideal Commute Time. 

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara ketersediaan perumahan 

terjangkau di sekitar wilayah konsentrasi pekerjaan dengan 

penurunan waktu perjalanan yang diperlukan. Seperti peneltiian 

yang dilakukan di Baltimore, Amerika Serikat, yang 

menunjukkan waktu perjalanan rata-rata lebih singkat di pusat-

pusat pekerjaan yang terdesentralisasi yang berarti 

keseimbangan pekerjaan dan hunian meningkat [74]. Selain itu, 

tersedianya berbagai fasilitas dan layanan dalam jarak yang 

terjangkau juga menjadi faktor kunci dalam mendukung 

keseimbangan pekerjaan dan hunian untuk mengurangi 

kemacetan lalu lintas dan kontribusi emisi karbon serta menjadi 

faktor yang memengaruhi keputusan memilih lokasi hunian 

[75], [76], [77]. Banyaknya alternatif lapangan kerja di sekitar 

perumahan Grand Kencana Bangil dan Grand Kencana 

Mojokerto ini juga sesuai dengan hipotesis co-location yang 

menyebutkan bahwa keseimbangan pekerjaan dan perumahan 

yang lebih baik dapat dicapai melalui penyesuaian antara lokasi 

pekerjaan dan perumahan dalam proses suburbanisasi sehingga 

akan mengurangi waktu perjalanan [74], [78], [79]. Hipotesis 

ini menjelaskan dua isu utama berkaitan dengan dampak 

keseimbangan pekerjaan dan hunian terhadap waktu perjalanan 

yaitu adanya sistem pasar perumahan serta adanya kesesuaian 

antara tersedianya perumahan yang terjangkau oleh pekerja dan 

kesempatan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka [6].  

Sedangkan, lama perjalanan para pekerja dari Perumahan 

Cerme Indah memiliki dominasi pada rentang 20-30 menit dan 

30-60 menit. Interval waktu tersebut masih termasuk dalam 

Tolerance Commute Time. Hal ini diidentifikasi karena lokasi 

Perumahan Cerme Indah yang dekat dengan Kota Surabaya 

sebagai pusat perekonomian metropolitan Gerbangkertasusila. 

Faktor tersebut mengakibatkan banyak pekerja dari Perumahan 

Cerme Indah yang bekerja hingga ke Kota Surabaya sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan perjalanan 

bekerja. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

Lisbon menunjukkan bahwa peningkatan jarak perjalanan 

meningkatkan kemungkinan penggunaan moda transportasi 

yang lebih cepat untuk mempertahankan perjalanan dalam 

rentang waktu yang dapat ditoleransi [80]. Selain itu, pekerja 

yang menempuh perjalanan bekerja lebih dari 45 menit akan 

cenderung lebih memilih untuk pindah dengan tujuan 

mempersingkat perjalanan harian [81].  

Salah satu faktor yang memiliki signifikansi penting dalam 

menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hunian adalah 

ketersediaan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. 

Selain itu, pertumbuhan kesempatan kerja yang seimbang 

antara pusat kota dan pinggiran kota juga menjadi aspek yang 

tidak dapat diabaikan [82], [83]. Perumahan bersubsidi juga 

perlu menjadi sarana pemerintah untuk menciptakan 

keseimbangan pekerjaan dan hunian secara terpusat [84], [85]. 

Hal ini sama seperti perumahan rakyat dari danwei yang 

menjadi perumahan milik negara dan menjadi sumber 

perumahan dominan di pasar perumahan Beijing [86]. Banyak 

pekerja cenderung memilih tinggal di perumahan rakyat 

tersebut karena kedekatannya dengan tempat kerja dan harga 

yang lebih rendah [6]. Ketimpangan sosial terhadap akses 

perumahan menjadi semakin eningkatkan variansi dalam waktu 

perjalanan pekerja [87]. Sehingga pemerintah dalam 

menyediakan perumahan bersubsidi perlu mempertimbangkan 

ketersediaan pekerjaan di sekitarnya untuk menciptakan 

keseimbangan. 

V. KESIMPULAN 

Perumahan bersubsidi yang cenderung dibangun di wilayah 

yang jauh dari pusat kota atau pusat perekonomian 

menyebabkan jauhnya perjalanan menuju tempat kerja yang 

dialami penduduknya. Bertambahnya waktu dan biaya yang 

dibutuhkan dalam melakukan perjalanan bekerja menyebabkan 

penurunan kualitas hidup. Penelitian ini mencoba menilai 

tingkat keseimbangan antara pekerjaan dan hunian di 

perumahan bersubsidi yang berada di metropolitan 

Gerbangkertasusila. Perumahan bersubsidi yang menjadi 

wilayah penelitian adalah Perumahan Cerme Indah di 

Kabupaten Gresik, Perumahan Grand Kencana Bangil di 

Kabupaten Pasuruan, dan Perumahan Grand Kencana 

Mojokerto di Kabupaten Mojokerto. Hasilnya, hanya 

Perumahan Cerme Indah yang mengalami ketidakseimbangan 

antara pekerjaan dan hunian karena masih banyak pekerja yang 

memiliki tempat kerja di luar area keseimbangan yaitu 7 mil 

dari lokasi perumahan. Sedangkan Perumahan Grand Kencana 

Bangil dan Grand Kencana Mojokerto masih dalam nilai 

seimbang antara pekerjaan dan hunian karena masih banyak 

penduduknya yang bekerja dekat dengan lokasi perumahan. Hal 

ini mengindikasikan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang 

berada dekat dengan Perumahan Cerme Indah sebab lokasinya 

yang jauh dengan Kecamatan Gresik sebagai pusat kegiatan di 

Kabupaten Gresik. Penduduk dari Perumahan Cerme Indah 

juga banyak yang menempuh perjalanan hingga Kota Surabaya 

untuk bekerja. Sedangkan di Perumahan Grand Kencana Bangil 

dan Grand Kencana Mojokerto berdekatan dengan pusat 

kegiatan pada wilayah masing-masing perumahan. Sehingga, 

meskipun lokasinya jauh dari pusat Kota Surabaya sebagai 

pusat perekonomian Gerbangkertasusila, penduduk masih 

cenderung bekerja dekat dengan lokasi perumahan masing-

masing.  

Keterbatasan penelitian ini berada pada hasil survey yang 

hanya berfokus pada pekerja yang memiliki satu tujuan tempat 

kerja (single origin destination). Sehingga tidak 

mempertimbangkan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi 

serta tidak memiliki tempat kerja yang tetap seperti kurir, 

pedagang keliling, ojek daring, dan semacamnya. Eksplorasi 

lebih lanjut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

mobilitas dari para pekerja tersebut dan kontribusinya pada 

kebijakan perumahan bersubsidi dan ketersediaan lapangan 

pekerjaan di sekitarnya. Penelitian ini dapat berimplikasi pada 

pengembangan dan pembangunan perumahan bersubsidi yang 

lebih mempertimbangkan ketersediaan lapangan pekerjaan 

maupun fasilitas dan infrastruktur penunjang di sekitar 
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perumahan. Mempertimbangkan keseimbangan pekerjaan dan 

hunian dalam membangun perumahan akan turut berkontribusi 

dalam pengurangan emisi karbon akibat perjalanan bekerja, 

peningkatan kualitas hidup dan lingkungan serta kesehatan 

masyarakat perumahan bersubsidi.  
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